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Abstrak

Wujud keadilan dalam sistem hukum kewarisan Islam dapat dilihat pada keadilan
distribusi porsi kumulatif, keadilan porsi dalam rumus kewarisan berimbang dan
korelasi keadilan kewarisan Islam dalam kesetaraan gender. Keadilan yang
pertama bersifat J/bar; bilateral dan individual. /jbar terlihat pada pewarisan yang
menganut ketentuan Allah, bukan pada kehendak pewaris atau permintaan ahli
waris dan didistribusikan tanpa membedakan ahli waris. Pertimbangan dalam
keadilan bilateral berasal dari garis pria dan wanita. Keadilan individu adalah
ketika warisan didistribusikan secara individu didasarkan pada al-Quran dan
hadis. Formula berimbang dalam keadilan distrubusi porsi ada pada keseimbangan
hak dan kewajiban pada kedua pihak ahli waris. Sedangkan korelasi keadilan
dalam kewarisan Islam dengan kesetaraan gender terlihat pada keseimbangan hak
dan kewajiban antara ahli waris pria dan wanita sebagai wujud keadilan gender .

Abstract

The form of justice in Islamic inheritance law system can be seen on the portion
of cumulative distribution, inheritance fairness in the equal distribution portion
formula and Islamic inheritance correlation with gender equality. Portion of
cumulative distribution of justice were //bar, bilateral and individual. Justice of
Ijbar is seen the shift of inheritance based on Allah’s decision, not on the will of
the heir or heir’s demand and it is distributed without distinguishing the heirs. The
consideration on bilateral justice comes from man’s relatives and woman’s
relatives. Individual justice is when the inheritance is distributed personally and
based on Al-Qur’an and prophetic tradition. The fairness formula on the balanced
distribution portion is seen at the justice of inheritance based on the balancing of
right and duty of both’s heirs. While the justice of correlation is Islamic heritance
in the principle of gender equality as seen at the balance system of the distribution
inheritance portion.

Kata kunci: wujud keadilan, keadilan kumulatif, keadilan berimbang, korelasi
keadilan, sistem hukum kewarisan Islam

A. Pendahuluan porsi dalam hukum kewarisan Islam
adalah perintah Allah swt. yang wajib
dilaksanakan, dan diberikan ganjaran

Islam  sebagai agama yang

manusia, termasuk peralihan harta yang
ditinggalkan oleh seseorang manusia
setelah meninggal dunia yang dikenal
dengan hukum kewarisan Islam atau
dengan sebutan faraid.! Ketentuan porsi-

surga yang kekal, mengalir di bawahnya
sungai-sungai,  jika  perintah  itu
diabaikan, konsekuensinya adalah
ganjaran neraka dan kekal di dalamnya.
Ancaman Allah swt. tersebut ditegaskan
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dalam QS. al-Nisa (4): 13 dan 14.
Kepastian hukum kewarisan Islam
sangat jelas tampak pada ketetapan
nominal porsi-porsi seperti 1/2, 1/3, 1/4,
1/6, 1/8, 2/3 dan ketentuan dua banding
satu bagian ahli waris laki-laki dan
perempuan yang terkandung di dalam
QS. al-Nisa (4) ayat 11, 12, dan 176.
Sedangkan di dalam® QS. al-Nisa (4): 7
tidak disebutkan rincian nominal porsi-
porsinya, sebagaimana firman-Nya:
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“Bagi orang laki-laki ada hak bagian
dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabamya, dan bagi orang wanita ada
hak bagian (pula) dari harta peninggalan
ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit
atau banyak menwrut bahagian yang
telah ditetapkan. "

Berdasarkan ayat ini, antara laki-
laki dan perempuan  sama-sama
mendapatkan  bagian harta  warisan,
sedangkan  jumlah  bagian  masing-
masingnya tidak dijelaskan rinciannya
oleh ayat ini. Ayat ini hanya menyebutkan
secara umum baik laki-laki maupun
perempuan; mendapat sedikit ataupun
mendapat banyak; keduanya memperoleh
bagian." Ungkapan redaksional “nasiban
mafiudan” dalam QS. al-Nisa (4): 7 di
atas, menurut  Amir Syarifuddin5
mengandung prinsip  keadilan hukum
ijbar, bahwa ketetapan hak ahli waris
dalam hukum kewarisan lslam sudah jelas,
sehingga pewaris maupun ahli waris tidak

&
oo

berhak menambah atau menguranginya.
Adapun ketetapan 2: 1 dalam
hukum kewarisan Islam sebagaimana
yang telah dinyatakan pada QS. al-Nisa’
(4) ayat 11 dan ayat 176, secara fitrah
sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi
ahli waris laki-laki, maupun ahli waris
perempuan. Hal ini dikuatkan dengan
pandangan Muhammad Quraish Shihab®
yang mengatakan bahwa agama Islam
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membebankan  kepada  pria  untuk
membayar mahar, memberikan nafkah
istri dan anak-anaknya, sedangkan
perempuan tidak. Laki-laki membutuhkan
istri, dia wajib membayar mahar dan
menafkahinya. Sebenarnya juga
perempuan butuh suami, tetapi tidak ada
kewajiban untuk membayar mahar dan
memberikan nafkah kepada keluarganya.
Bahkan harus dicukupkan kebutuhan
perempuan tersebut oleh  laki-laki.
Dengan demikian, kalau laki-laki wajib
membayar mahar dan wajib menafkahi
perempuan, maka pantas bagian yang
laki-laki dilebihkan dua kali lebih banyak
dari perempuan.

Tulisan ini berusaha mengkaji
beberapa masalah seputar wujud keadilan
dalam sistem hukum kewarisan Islam yang
meliputi wujud keadilan dalam rumus
pembagian sistem hukum kewarisan Islam
dan korelasi keadilan dalam kewarisan
Islam dengan keseteraan gender.

B. Wujud Keadilan dalam Rumus
Pembagian Sistem Hukum
Kewarisan Islam

I. Keadilan kumulatif

Keadilan kumulatif’adalah
keadilan yang memberikan kewarisan
kepada semua ahli  waris tanpa
membedakan satu dengan lainnya yang
memposisikan semua ahli waris, baik
laki-laki, maupun perempuan, baik yang
sudah dewasa, maupun masih anak-anak
mempunyai kedudukan dan hak yang
sama dalam  kewarisan.® Keadilan
kumulatif ini dapat dijabarkan menjadi
tiga bagian utama:

a. Keadilan kumulatif ijba”adalah
keadilan yang terlihat pada peralihan
harta warisan dari pewaris kepada ahli
warisnya  yang  terjadi  dengan
sendirinya tanpa adanya perbuatan
hukum atau pernyataan kehendak dari
pewaris.m Terkait keadilan kumulatif
jjba-  menurut  pendapat  Amir
Syarifuddin yang dapat dipahami
sebagai peralihan harta dari sescorang
yang telah meninggal kepada ahli
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warisnya  yang  berlaku  dengan
sendirinya menurut kehendak Allah swt.
tanpa tergantung kepada kehendak dari
pewaris atau permintaan dari ahli
warisnya. Sebab unsur keadilan ijbar
dalam sistem hukum kewarisan Islam
sesuai dengan arti terminologi, bahwa
ahli  waris  terpaksa  menerima
kenyataan perpindahan harta kepada
dirinya sesuai dengan yang telah
ditentukan berdasarkan al-Qur’an dan
hadis Nabi saw. Inilah yang
membedakan sistem hukum kewarisan
Islam dengan sistem hukum kewarisan
Perdata (BW). Pada sistem hukum
kewarisan Perdata (BW), peralihan hak
kewarisan tergantung kepada kemauan
pewaris serta kehendak dan kerelaan
ahli waris yang akan menerima, dan
tidak berlaku dengan sendirinya."
Keadilan kumulatif ijba- ini didasarkan
pada QS. al-Nisa’ (4): 7.

b. Keadilan kumulatif bilateral adalah
keadilan yang terlihat pada kewarisan
yang  yang didasarkan pada
kekerabatan secara merata. Sumber
kewarisan Islam didasarkan pada
garis keturunan perempuan dan garis
keturunan laki-laki. Hal ini, secara
tegas dapat ditemui dalam ketentuan
QS. al-Nisa (4): 7, QS. al-Nisa (4): 11,
12 dan 176 bahwa seorang laki-laki
berhak memperoleh warisan dari pihak
ayahnya maupun ibunya. Sebaliknya
perempuan berhak memperoleh
warisan dari pihak ayah dan ibunya.
Berlaku pula untuk kerabat garis
kesamping yang melalui ayah dan ibu
tanpa membedakan, apakah ahli waris
sudah dewasa atau belum."?

¢. Keadilan kumulatif individual adalah
keadilan yang terlihat pada kewarisan
kepada setiap ahli waris secara
perorangan kepada yang  berhak
menerima kewarisan tanpa terikat
kepada ahli waris lainnya. Sebab
kewarisan masing-masing ahli waris
sudah ditentukan berdasarkan QS. al-
Nisa’ (4) ayat 7, 11, 12, dan ayat 176.
'* Bagian yang didapat oleh ahli waris

Wujud Keadilan dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam

al-manahij v« vz

Jurnal Kajian Hukum Islam

secara individu adalah semua harta

yang telah menjadi bagiannya yang

dapat dilihat dalam QS. al-Nisa’ (4): 7.
2. Keadilan kewarisan berimbang

Keadilan kewarisan berimbang
dapat dilihat pada beberapa contoh kasus
kewarisan 2 : | di bawah ini yang
berkenaan dengan pembagian yang
didasarkan pada keseimbangan hak dan
tanggungjawab antara ahli waris laki-laki
dan ahli waris perempuan.
a. Kewarisan suami dan istri
Istri yang meninggal dunia, suami

berhak mendapat bagian 1/2 dari harta
peninggalan istri, apabila istri tidak
berketurunan. Jika istri meninggal dunia
dan meninggalkan keturunan, suami
berhak mendapat bagian 1/4 dari harta
peninggalan istri. Sebaliknya suami
meninggal dunia, istri berhak mendapat
bagian 1/4 harta peninggalan suami
apabila suami tidak berketurunan. Jika
suami  berketurunan, istri  berhak
mendapat bagian 1/8 harta peninggalan
suaminya. Ketentuan kewarisan suami
dan istri ini menganut asas 2: 1, karena
bagian suami adalah 1/2 atau 1/4,
sendangkan bagian istri hanya 1/4 atau
1/8."* Ketentuan ini didasarkan pada QS.
al-Nisa’ (4): 12:
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“Dan bagimu (suami-suami) seperdua
dari harta yang ditinggalkan oleh istri-
istrimu, jika mereka tidak mempunyai
anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai
anak, maka kamu mendapat seperempat
dari harta yang ditinggalkannya... dan
para istri memperoleh seperempat harta
yang kamu tinggalkan jika kamu tidak
mempunyai anak jika kamu mempunyai
anak, maka para istri memperoleh
seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan ..."."
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Berdasarkan ayat ini, jelaslah
suami berhak mendapat bagian 1/2 atau
1/4 dan istri berhak mendapat bagian 1/4
atau /8 yang didasarkan pada
keseimbangan hak dan kewajibannya
masing-masing.

b. Kewarisan  anak
perempuan kandung

Anak kandung laki-laki berhak
mendapat seluruh  harta peninggalan
orang tuanya secara bulat, jika hanya
sendirian dan berhak mewarisi sisa harta
(asabat) jika hadir bersamanya ashab al-
furud.  Sebaliknya anak perempuan
kadung berhak menerima 1/2 dari harta
peninggalan jika hanya sendirian. Jika
anak laki-laki dan anak perempuan
kandung tersebut mewarisi  secara
bersama-sama, maka keduanya berhak
menerima seluruh harta atau sisa harta
sebagai asabat dengan ketentuan bagian
ahli waris anak laki-laki dua kali bagian
ahli waris anak perempuan yang
didasarkan pada QS. al-Nisa’ (4): 11:
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“Allah mensyari'atkan bagimu tentang
(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu,
vaitu bagian seorang anak lelaki sama
dengan  bagian dua orang anak
perempuan, dan jika anak itu semuanya
perempuan lebih dari dua, maka bagi
mereka dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan, jika anak perempuan itu
seorang saja, maka ia memperoleh
separo harta i O

laki-laki  dan

Pada ayat di atas, antara anak
kandung laki-laki dan anak kandung
perempuan mendapatkan bagian yang
berbeda.  Anak  kandung laki-laki
mendapat harta secara bulat antara satu
(1) jika sendirian, dan dua pertiga (2/3)
jika bersama anak kandung perempuan.
Sebaliknya anak kandung perempuan
mendapat setengah (1/2) jika sedirian,
dan sepertiga (1/3) jika bersama saudara
kandung laki-laki.
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c. Kewarisan cucu laki-laki dan cucu
perempuan

Cucu laki-laki berhak mendapat
seluruh  harta  peninggalan  orang
kakeknya secara bulat, jika hanya
sendirian (kakek tidak meninggalkan
keturunan), dan berhak mewarisi sisa
harta (asabal) jika hadir bersamanya
ashab  al-furud.  Sebaliknya  cucu
perempuan kadung berhak menerima
bagian setengah (1/2) dari harta
peninggalan jika hanya sendirian (kakek
tidak meninggalkan keturunan). Jika cucu
laki-laki dan cucu perempuan tersebut
mewarisi secara bersama-sama, maka
keduanya berhak menerima seluruh harta
atau sisa harta sebagai asabat dengan
ketentuan bagian ahli waris cucu laki-laki
dua kali bagian ahli waris cucu
perempuan yang didasarkan pada Q.S. al-
Nisa’ (4): 11."7
d. Kewarisan ibu dan ayah

Ayah dan ibu menganut asas 2:1,
artinya ibu mendapat sepertiga (1/3),
sedangkan ayah mendapat bagian dari
asabat dua pertiga (2/3), jika keduanya
mewarisi bersama-sama dan pewaris
tidak meninggalkan keturunan'®
berdasarkan QS. al-Nisa’ (4): 11 sebagal
berikut:
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“.. jika orang yang meninggal tidak
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu
dan bapaknya (saja), maka ibunya
mendapat sepertiga ... il

Ayat di atas menjclaskan bahwa
seluruh harta diwarisi oleh bapak dan ibu
jika yang meninggal tidak meninggalkan
keturunan dengan ketentuan ibu berhak
mendapat  bagian  sepertiga  (1/3).
Sedangkan ayah berhak mendapat bagian
asabat dua pertiga (2/3). Kewarisan ayah
dan ibu itu dalam porsi 2: | tidak
menyalahi redaksi ayat yang menjadi
dasar hukum dua banding satu.
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Contoh Kasus |: Kewarisan ayan dan 1ou

Ahli FulakiBagtasi Nominal-Asal
Waris g Masalah 3
Ibu 1:3 ¢ashab al-turid) 1:3 |

Asabal (sisa sctelah
Ayah dikurangi 1:3 bagian ibu 2:3 2
schagai ashab al-furud)

Contoh kasus 2: Kewarisan ayah, ibu dan
suami

Ahli . » Nominal-Asal
Waris Jumiah Bagian Masalah 6
Suami 1:2¢ashab al-tiurud) 36 ]
Ibu tI!‘J _alsa_scrcl_ah dikurangi 16 0

agian suami
Ayah Asabah 2i6 2

Contoh kasus 3: Kewarisan ayah, ibu dan
istri

Ahli . Nominal-Asal
Waris e el Masalah 12
Istri |4 (ashab al-furud) 3412 3
Ibu 1:3 _.\'|sa’s<:!_clah dikurangi 112 3

bagian istri
Avah Asabah 612 6

Pada penyelesaian kasus ini Umar ibn
Khattab dengan sahabatnya berijtihad dan
hasil ijtihadnya dikenal dengan istilah
‘umariyyatan dan al-gharawayni,” * dalam
hal ini, ibu hanya diberi sepertiga bagian
dari sisa harta warisan yang ada, setelah
dlkurangx bagian suami atau bagian
istri.”
e. Kewarisan saudara laki-laki dan
saudara perempuan kandung
Berdasarkan Q.S. al-Nisa’ (4)
ayat 176 bagian saudara kandung laki-
laki dua kali bagian saudara kandung
perempuan. Ayat ini turun berdasarkan
peristiwa yang terjadi pada masa Nabi
saw. ketika seserang datang dan bertanya
tentang kewarisan seseorang yang hidup
sendirian (tidak sempat berkeluarga)
dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Amru ibn Muhammad ibn Bakir al-Naqid
dan  Sufyan ibn  ‘Uyainah  dari

Wujud Keadilan dalam Sistem Hukum Kewarisan lslam

Mulldinindd 10 di=IviUITRdUiL - dlldiall
sebagai berikut:
4 OLad Gls 3 QJM e Bl

Juw.};;.g;g&@,”w\dwdhu
31wy ade A e Jiy J6B Clop
o e G T o (S i ik
JU B ol G g SIB A6 Wiy
J'“"‘l‘rﬂhdﬂ\—-]j\s?l—-d&f’ﬁfrb
2 & ‘.S..u =5 t_lé

“Amru ibn Muhammad ibn Bakir al-
Nagid meriwayatkan kepada kami, Sufyan
ibn ‘Uyainah meriwayatkan kepada kami
dari  Muhammad  ibn  al-Munkadir
mendengar Jabir bin ‘Abdullah r.a.
berkata: “pada suatu ketika akau jatuh
sakit, lalu  Rasulullah saw datang
menjengukku bersama-sama Abu Bakar
dengan berjalan kaki, ketika itu aku
sedang  pingsan.  Rasulullah  saw.
mengambil — air  wudu’,  kemudian
dipercikkan kepada sisa air wud}unya
sehingga aku sadar. Aku bertanya kepada
beliau, “'va Rasulullah! Bagaimana cara
aku harus mengatur hartaku?”  beliau
tidak menjawab sedikitpun, sehingga
turun ayat warisan yang berbunyi:
“Mereka meminta fatwa = kepadamu
tentang  kalalah.  Katakanlah! — Allah

memberi  fatwa  kepadamu  tentang
kalalah...”

Berdasarkan riwayat hadis ini
ditetapkan saudara kandung laki-laki
mendapat seluruh  harta peninggalan
secara bulat jika ia hanya sendirian, dan
tidak ada ahli waris yang lebih utama.
Sebaliknya saudara kandung perempuan
hanya mendapat setengah (1/2) jika
sendirian dan tidak bersama ahli waris
lainnya yang lebih utama. Bila saudara
kandung laki-laki saudara kandung
perempuan  mewarisi  bersama-sama
dalam asabat dan tidak ada ahli waris
yang lainnya yang lebih utama. Maka
saudara kandung perempuan mendapat
bagian spertiga (1/3) dan saudara
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kandung laki-laki berhak mendapat

bagian asabat dua pertiga (2/3).”

f Kewarisan saudara laki-laki dan
saudara perempuan seayah

Berdasarkan Q.S. al-Nisa’ (4):
ayat 176, saudara laki-laki seayah
mendapat seluruh harta peninggalan
secara bulat, jika ia hanya sendirian dan
tidak ada ahli waris yang lebih utama.
Sebaliknya saudara perempuan seayah
hanya mendapat setengah (1/2) jika ia
hanya sendirian dan tidak bersama ahli
lainnya yang lebih utama. Jika keduanya
mewarisi secara bersama-sama dalam
asabat dan tidak ada ahli waris lainnya
yang lebih utama, maka saudara
perempuan seayah mendapat bagian
sepertiga (1/3) dan saudara laki-laki
seayah mencrima ‘asabat dua pertiga
(2/3).%
- Ketentuan porsi-porsi (172, 1/3,
1/4, 1/6, 1/8, 2/3 dan 2:1) kewarisan antara
laki-laki dan perempuan dalam sistem
hukum kewarisan Islam merupakan
ketetapan dan perintah Allah swt. yang
wajib dilaksanakan oleh semua umat
-Islam yang ditegaskan melalui firman-
‘Nya dalam Q.S. al-Nisa’ (4): 7, 11, 12,
dan 176. Bagian laki-laki dua kali bagian
perempuan didasarkan pada
keseimbangan hak dan tanggungjawab
antara  laki-laki A dan  perempuan
sebagaimana ditegaskdn dalam Q.S al-
Talaq (65): 6 dan Q.S. al-Baqarah (2):
233,

Sofyan A.P. Kau mengatalan
menurut mayoritas ulama ayat-ayat
kewarisan di atas, sudah dalam kategori
gat’i dan pemberlakuannya bersifat
absolut dan  tidak  terbantahkan.
Ketentuan porsi-porsi (1/2, 1/3, 1/4, 1/6,
1/8, 2/3 dan 2: 1) tersebut tidak dapat
diubah, meskipuan kondisi  sosial
kemasyarakatan setiap saat berubah.
Kepastian hukum ayat-ayat tersebut di
atas sangat jelas yang ditandai dengan
rincian yang terkandung di dalamnya jika
dibandingkan dengan ayat sebelumnya,”
yaitu QS. al-Nisa’ (4): 7:
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“Bagi orang laki-Idki ada hak bagian
dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada
hak bagian (pula) dari harta peninggalan
ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit
atau banyak memdut bahagian yang
telah ditetapkan.™® *'

Lebih lanjut: Sofyan menjelaskan
bahwa ungkapan rédaksional ‘nasiban
mafiudan” dalam QS. al-Nisa' (4): 7 di
atas, menurut Amir  Syarifuddin
mengandung prinsip keadilan hukum ijbar
atau keadilan hukum:yang memaksa untuk
dilaksanakan. Ketetapan hak ahli waris
sudah jelas, sehingga.pewaris maupun ahli
waris tidak berhak menambah atau
menguranginya.”’ hrena itu, pendapat
Amina Wadud yang' mengatakan bahwa
ketentuan pembagiap; warisan itu bersifat
fleksibel, asal memenuhi asas manfaat dan
keadilan,® sangat Iiertentangan dengan
prinsip keadilan ijbar dari al-Qur’an dan
membuka peluang p{arse]isihan di antara
ahli waris. Sebab pendangan masing-
masing ahli waris "berbeda antara ahlt
waris yang satu dengan ahli waris yang
lainnya dalam menentukan nilai manfaat
dan keadilan itu | sendiri.®® Dengan
demikian, ketetapan '}JOI‘Si—pOI‘Si (172, 1/3,
1/4, 1/6, 1/8, 2/3 dan 2: 1) dalam sistem
hukum kewarisan Islam sebagaimana
yang telah dinyataka;n pada ayat-ayat di
atas, secara fitrah' telah memenuhi rasa
keadilan, baik bagi ahli waris laki-laki,
maupun ahli waris “perempuan. Terkait
dengan ketetapan porsi 2: 1 menurut
Muhammad Quraish Shihab, agama
Islam telah membeBankan kepada pria
untuk membayar rhahar, memberikan
nafkah istri dan nafkah anak-anaknya,
sedangkan perempuan tidak. Laki-laki
membutuhkan istri, dia wajib membayar
mahar dan menaﬂcihinya. Sebenarnya
juga perempuan butuh suami, tetapi tidak
ada kewajiban untuk membayar mahar
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dan memoberikan naltkan Kepada
keluarganya. Bahkan harus dicukupkan
kebutuhan perempuan tersebut oleh laki-
Dengan demikian, kalau laki-laki
b membayar mahar dan wajib
menafkahi perempuan, maka pantas
Ihoian yang laki-laki dilebihkan dua kali
lcuih banyak dari perempuan. Hal inilah
o dimaksud dengan keadilan fitrah
ez memungkinkan perempuan berada
i.mpat yang lebih tinggi dan terhormat
manding  laki-laki.  Inilah  bentuk
berpthakan al-Qur’an terhadap
L.cpentingan perempuan dalam
cndapatkan haknya daripada laki-laki
untuk mendapatkan pengayoman,
~criindungan, termasuk hak waris dari
pewarisnya, dan hak untuk mendapatkan
nshar dan nafkah dari suaminya.
Walaupun demikian sempurnanya
sep keadilan sistem hukum kewarisan
jslam, masih  juga ada  yang
menggugatnya  yang  dilontarkan oleh
orang-orang yang terinspirasi oleh konsep
l.cadilan gender, yaitu persamaan hak dan
kedudukan  antara  laki-laki  dan
scrempuan.  Selain itu, dalam Islam
perempuan  merupakan makhluk yang
dimuliakan, dijaga dan dijunjung tinggi
oleh risalah dan syari’at-Nya, lebih dari
juntutan emansipasi atau persamaan hak
dan kedudukan. Kedudukan perempuan,
baik selaku ibu, anak, istri atau selaku
anggota masyarakat telah mendapat
tempat terhormat dalam Islam. Wanita
sclaku ibu telah mendapat penghormatan
tiga kali daripada ayah, di samping itu
menempatkan surga di telapak kaki ibu.
Wanita selaku anak, pemenuhan haknya
lebih dari saudaranya laki-laki untuk
mendapatkan kasih sayang kedua orang
tuanva. Selain itu, kedua orang tua harus
besikap adil terhadap anak-anaknya, baik
laki-laki maupun perempuan
sebagaimana digambarkan dalam firman-
Nya Q.S. al-Nahl (16): 90:
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CQCSUNEEUNI YA AW TRCT Vel Uit (AUl
berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah
melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia
memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelqj(u'an.”m

Ayat di atas berkenaan dengan
keadilan yang sesungguhnya adalah
keadilan Allah swt., keadilan yang sesuai
fitrah manusia. Perempuan selaku istri
mendapatkan tempat yang lebih secara
morel dan kewajiban yang lebih ringan
dibandingkan dengan suami. Karena itu,
sangat keliru jika ada yang mengatakan
bahwa ayat-ayat kewarisan tidak adil dan
bersifat diskriminatif, hanya dengan
alasan gat’l atau zanni-nya ayat-ayat
tersebut termasuk yang tidak dapat
diterima adalah pendapat Masdar Farid
Mas'udi’'yang mengatakan bahwa yang
gat i itu hanya prinsip keadilan saja yang
dikandung oleh ayat-ayat kewarisan
Islam tersebut, bukan ketentuan bagian
laki-laki yang mendapat dua kali lipat
dari perempuan. Menurutnya pembagian
tersebut bukan ketentuan yang mufikam
dan universal. Ketentuan itu tidak bisa
membenarkan dirinya sendiri, dengan
menunjuk bahwa teks yang
mengatakannya  jelas.  Benar  atau
salahnya ketetapan itu, harus terukur pada
sejauh mana ketentuan itu mencerminkan
nilai keadilan gender sebagai prinsip
muhkam universal yang dikandungnya.

Munawir Sjadzali, dalam ide
gagasannya yang diistilahkan dengan
“reaktualisasi dan kontekstualisasi ajaran
Islam™* sebagai sebuah gagasan dan
metode ijtihad yang ditawarkan dalam
mereformasi hukum Islam di Indonesia.
Kelihatannya ide yang dikemukakannya
itu lebih melegitimasi realita
dibandingkan teks ayat-ayat al-Qur’an
dan hadis Nabi saw. Salah satu contoh
gagasan Sjadzali adalah pendapat yang
menyatakan bahwa pembagian warisan
berdasarkan al-Qur’an surat al-Nisa’ (4)
ayat 11 tentang hak anak laki-laki adalah

183



al-manahij « vz

Jurnal Kajian Hukum Islam

dua kali lebih besar daripada hak anak
perempuan dalam kondisi sekarang telah
banyak ditinggalkan oleh masyarakat
Islam Indonesia, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Hal ini
diketahuinya setelah mendaf)at
kepercayaan sebagai Menteri Agama”. :

Sjadzali mengatakan bahwa kasus
yang kebanyakan terjadi pada orang tua
di Indonesia memiliki kebiasaan untuk
mengutamakan kepentingan anak laki-
laki daripada anak perempuan. Anak laki-
laki sering menghabiskan biaya hidup
terutama sekolah. Menurutnya apabila
dalam kenyataan semacam ini laki-laki
tetap mendapatkan bagian waris 2: I,
tentu hal ini mencerminkan
ketidakadilan. ~ Sjadzali ~ mengatakan
bahwa pada realita sekarang, juga telah
membudaya penyimpangan secara tidak
langsung atas ketentuan al-Qur’an dan
hadis Nabi  saw. Banyak yang
mengambil  kebijakan sendiri, yaitu
membagikan kekayaannya kepada anak-
anaknya semasa mereka hidup dengan
pembagian untuk masing-masing
mendapat bagian yang sama besarnya
tanpa membedakan jenis kelamin masing-
masing yang dikategorikan sebagai hibah.
Pada waktu mereka meninggal, maka
kekayaan yang harus dibagi sudah tidak
ada.™

Pemikiran Sjadzali di atas, seolah
menghilangkan fungsi al-Qur’an dan
hadis Nabi saw. hanya dengan alasan
realita, padahal al-Qur’an pertama kali
diturunkan di  tengah-tengah realita
masyarakat yang rusak yang berfungsi
untuk memperbaiki  kebudayaan dan
tradisinya yang menyimpang jauh dari
fitrah kemanusiaan dalam memenuhi rasa
keadilan. Pemikiran Sjadzali tersebut,
terbantahkan oleh pemikiran Yusuf al-
Qardawi. Al-Qardawi menegaskan, tidak
boleh membuka pintu ijtihad dalam
hukum yang telah ditetapkan berdasarkan
dalil al-Qur’an yang sudah gar i Karena
kewajiban pembagian harta warisan
kepada anak laki-laki dua kali lebih besar
dari anak perempuan itu menggunakan
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dalil al-Qur’an yang sudah gqar i
Hukum yang sudah gar’i harus tetap
dalam posisinya yang gat i, begitu pula
hukum yang zanni. Menurut al-Qardawi,
tidak boleh mengubah hukum atau nas
yang gat’i menjadi nas yang zanni atau
mengubah hukum zann/ menjadi gat .

Al-Qardawi menegaskan, ijtihad
bukan  berarti upaya memberikan
legitimasi terhadap realita menurut apa
adanya, kemudian menarik keluar nas-nas
dari ruang lingkup pengertiannya guna
mendukung realita, padahal Allah swt.
telah menjadikan umat Islam sebagai
umat terbaik agar menjadi penentu
sejarah umat manusia, bukan pengekor
umat lain. Karena itu, umat Islam
dilarang untuk menjadi legitimator realita
dan mencari-cari alasan untuk
membenarkan  realita  itu  dengan
meninggalkan dalil-dalil syarak secara
tekstual yang demikian ini menurut al-
Qardawi jelas tidak dapat diterima. Al-
Qardawi menegaskan, boleh mengambil
sistem-sistem produk mana saja, Timur
atau Barat, selama sistem tersebut tidak
bertentangan dengan akidah dan syariat
Islam, dan selama sistem tersebut dapat
merealisasikan ~ kemaslahatan  untuk
masyarakat, kemudian diwarnai dengan
warna Islam, diberi spirit Islam ke
dalamnya, sehingga sistem itu menjadi
satu bagian dari sistem Islam.*®

Oleh karena itu, umat Islam harus
mampu memposisikan sistem  hukum
kewarisan Islam sebagai syariat Allah
swt. yang wajib dilaksanakan dan tidak
boleh terjebak oleh tuduhan orang-orang
yang suka  berijtihad sedangkan
kemampuan  dalam hafalan  dan
menganalisis al-Qur’an sangat terbatas,
sehingga menganggap kemasalahatan
yang ditawarkan al-Qur’an lebih sempit
dibandingkan dengan kemaslahatan yang
ditawarkan menurut pikirannya. Padahal
yang  sempit itu  bukan  ajaran
kemaslahatan dalam al-Qur’an, tetapi
yang sempit adalah pengetahuan manusia
itu sendiri dan keterbatasan analisisnya
atas al-Qur’an tersebut.
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Ketetapan porst 201 dalam Sisiem
hukum kewarisan Islam adalah wujud dari
keadilan yang didasarkan pada
keseimbangan antara  hak  dengan
kewajiban, dan keseimbangan antara yang
diperoleh  dengan  kebutuhan  dan
kegunaan.”” Menurut Amir Syarifuddin,
secara mendasar dapat dikatakan bahwa
perbedaan gender tidak menentukan hak
kewarisan dalam Islam.”® Sedangkan
perbandingan kewarisan 2:1 antara anak
laki-laki dan anak perempuan, antara
suami dan istri, antara bapak dan ibu, dan
antara saudara lelaki dan saudara
perempuan,39 kesemuanya itu mempunyai
hikmah yang mendalam, dan terkandung
rahasia Allah swt. yang sudah tidak blsa
dijangkau oleh kemampuan manusia.’
Adalah pasti dan tidak mustahil, ini
adalah suatu kemuliaan yang diberikan
Allah swt. kepada perempuan yang
memposisikan perempuan pada tempat
yang sangat terhormat. Sebab dalam Islam
tidak ada perintah bagi perempuan
mencari nafkah sebagaimana laki-laki
yang merupakan wujud dari keberpihakan
Allah swt. terhadap perempuan. Sebab
laki-laki menjadi penanggung jawab
nafkah untuk  keluarganya. Bila
perempuan masih belum menikah, maka
ia menjadi tanggungjawab saudara laki-
lakinya. Sedangkan setelah seorang
perempuan menikah, maka ia berpindah
akan menjadi tangguag jawab suaminya
(laki-laki).*' Hal ini juga berlaku bagi
yang berkcdudukan sebagai ayah dan ibu
pewaris.”* Sedangkan dalam tingkatan
anak, anak laki-laki yang belum menikah,
ia diwajibkan memberi mahar dan segala
persyaratan pernikahan yang dlbebfmkan
pihak keluarga calon istri kepadanya
Setelah menikah laki-laki, beban natkah
kelak akan diletakkan di pundaknya.
Sedangkan anak perempuan dengan porsi
yang diperolehnya akan  mendapat
penambahan dari mahar yang akan
didapatkannya apabila kelak ia menikah,
selanjutnya setelah menikah ia tidak
dibebankan kewajiban menafkahi
keluarganya. Karena itu, jika dalam satu
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KdoUs  >COldlE dlldih pPulullipidll,  Jugsd
saudara perempuan menerima bagian 1/2
(setengah) dari harta peninggalan orang
tuanya, pada hakikatnya jauh lebih besar
dari perolehan laki-laki. Sebab kekayaan
laki-laki termasuk bagiannya yang pada
akhirnya akan pindah ke tangan
perempuan dalam  bentuk  pangan,
sandang dan papan, sechingga bagian laki-
laki tersebut akan lebih dahulu habis.
Sebaliknya kekayaan perempuan dari
pembagian warisan tgrqebut akan tetap
utuh tidak berkurang.*

Oleh karena itu, jika ahli waris
laki-laki menerima distribusi porsi yang
lebih tinggi, berarti itu merupakan
perwujudan dari tingkat kewajibannya
yang merupakan konsep perbz.da'm secara
sosiologis dalam masyarakat Islam.*

C. Korelasi Keadilan Dalam Kewarisan
Islam Dengan Kesetaraan Gender

Islam telah mengakomodir
kesetaraan gender dalam segala hal yang
dapat  dilihat dari ajarannya yang
memosisikan perempuan setara laki-laki,
bahkan lebih dari itu. Ajaran Islam yang
berhubungan dengan kehidupan sosial,
kedudukan dan hak perempuan lebih tinggi
dari  laki-laki. Perempuan  memiliki
kemandirian penuh dan bebas dari
penguasaan laki-laki dalam mengatur hak
ekonominya. Perempuan memiliki
kebebasan mutlak dalam menggunakan
harta miliknya dan tidak memerlukan izin
dari pihak laki-laki, baik dalam bentuk
transaksi jual-beli, hibah, investasi | maupun
bentuk-bentuk transaksi lainnya.’* Lebih
dari itu, laki-laki dari sanak kerabat, tidak
berhak menggunakan harta milik seorang
istri atau saudari perempuan tanpa izin
darinya.

Hal ini juga dapat dilihat pada
contoh kasus, seorang bapak tidak berhak
memaksa seorang perempuan untuk
menikahkan anaknya dengan seorang laki-
laki yang dia tidak disenanginya, karena
pernikahan dalam Islam dilakukan atas
dasar kerelaan dan persetujuan calon
mempelai perempuan. Hal ini ditegaskan
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dalam hadis Nabi saw.:

G OB A e Bl Hlab ) b Wls
oy ale A Lo (3 OF 18805 855 i OF Al
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2% 8 06 @h i do J3in 1386 3lees
“Mu'az bin Fadalah  meriwayatkan
kepada kami, Hisyam meriwayatkan
kepada kami dari Yahva dari Abi Salamah
sessungguhnya Aba Hurairah
meriwayatkan kepada mereka,
sesungguhnya  Nabi  saw. bersabda:
“Janda tidak boleh dinikahkan setelah
dimintai  pendapat, dan  perempuan
perawan tidak boleh dinikahkan setelah
dimintai persetujuannya. ™'

Berdasarkan  hadis di  atas,
perempuan memiliki hak mutlak untuk
memilih  sendiri  calon  suaminya.
Selanjutnya kedudukan perempuan sebagai
istri dalam rumah tangga, istri sebagai
partmer suami dalam menjalankan urusan
kerumahtanggaan, juga dalam pembinaan
dan pendidikan putra-putri mereka. Suatu
mahligai rumah tangga mustahil dapat
berdiri tegak tanpa adanya kerjasama dan
partisipasi yang baik dari kedua belah
pihak. Jika  salah  satunya tidak
melaksanakan perannya secara baik, maka
akan berdampak negatif bagi rumah tangga
mereka.*®

Allah swt. memberikan kemuliaan
kepada perempuan melalui ajaran Islam,
yang memposisikan perempuan pada
tempat yang sangat terhormat, karena
perempuan  tidak  disuruh  berkerja
sebagaimana laki-laki sebagai wujud dari
keberpihakan  Allah  swt.  terhadap
perempuan. Dalam rumah tangga, laki-
laki menjadi penanggung jawab nafkah
untuk keluarganya, bila perempuan masih
belum menikah, maka 1a menjadi
tanggungjawab orang tua ataupun walinya
ataupun saudara laki-lakinya. Setelah
seorang perempuan menikah, maka ia
berpindah akan menjadi tanggungjawab
suaminya (laki-laki). Tidak satupun dalil
yvang menunjukkan bahwa seorang
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perempuan wajib membelanjakan
hartanya  bagi  kepentingan  nafkah
keluarganya, meskipun ia tergolong
mampu atau kaya, jika ia telah bersuami.
Sebab kewajiban nafkah kepada keluarga
merupakan kewajiban yang dibebankan
kepada laki-laki setelah ia menikah.*” Hal
ini ditegaskan dalam QS. al-Talaq (65):
ayat 6 dan Q.S. al-Baqarah (2): 233.

SASVE V3 Sk e (S s e DA
“Tempatkanlah (istrimu) dimana kamu
bertempat tinggal berdasarkan
kemampuanmu, dan janganlah kamu

menyusahkan mereka untuk
: . 350
menyempitkan (hati) mereka ...

coe Pyl G55y Bdsy A ol e L

“... dan kewajiban ayah memberi makan

dan pakaian kepada para ibu dengan
o ,!5'

cara yang ma'ruf ...

Berdasarkan dua ayat di atas,
tugas untuk mengadakan tempat tinggal,
memberi pakaian, dan memberi makan
keluarga untuk anak dan istri dengan cara
yang baik-baik itu menjadi
tanggungjawab  laki-laki.  Sedangkan
dalam UU Nomor | Tahun 1974 pasal 34
ayat (1)** ditegaskan:

"Suami wajib melindungi istrinya dan
memberikan segala sesuatu keperluan
hidup berumah tangga sesuai dengan
kemampuannya". Istri hanya
berkewajiban mengatur segala urusan
di dalam rumah tangga dengan
sebaik-baiknya.”

Sedangkan dalam tingkatan anak,
anak laki-laki yang belum menikah, ia
diwajibkan memberi mahar’® dan segala
persyaratan pernikahan yang dibebankan
pihak keluarga calon istri kepadanya.
Setelah menikah, maka beban menafkahi
istri  (dan anak-anaknya) kelak akan
diletakkan dipundaknya yang menjadi
dasar, ditetapkannya porsi-porsi
kewarisan dalam hukum kewarisan Islam,
terutama ketentuan 2: 1. Keseimbangan
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antara naxK dan kKkewajlpan anil wdris lakl-
laki dan ahli waris perempuan dan beban
tugas ganda yang diberikan Islam kepada
laki-laki  tersebut merupakan  wujud
keberpihakan Islam terhadap perempuan,
dan inilah bentuk keadilan gender dalam
Islam. Karena itu, ketentuan kewarisan
laki-laki  dilebihkan dari  kewarisan
perempuan, bukan merupakan bias gender
atau diskriminatif terhadap hak kewarisan
perempuan sebagaimana dugaan sebagian
orang, melainkan  sebagai  bentuk
penyeimbangan terhadap tanggungjawab
ganda yang dibebankan pada scorang
laki-laki dengan perolehannya.*> Dengan
demikian, dapat dipahami  bahwa
perempuan dalam Islam berada pada
posisi yang sangat menguntungkan, sebab
perempuan di samping mendapat warisan,
juga berhak memperoleh mahar, berhak
atas nafkah dari laki-laki dan mengambil
bagian warisan laki-laki (menguasai
warisan suaminya), maka perbedaan yang
didasarkan pada besar kecilnya beban dan
tanggung jawab laki-laki dan perempuan
sebagaimana diuraikan di atas, merupakan
wujud dari kemuliaan yang diberikan
Islam kepada perempuan.

D. Penutup

1. Wujud keadilan dalam rumus
pembagian sistem hukum kewarisan
Islam terlihat pada keadilan distribusi
porsi kewarisan secara kumulatif
dengan peralihan harta warisan
kepada semua ahli waris tanpa
membedakan satu dengan lainnya,
baik laki-laki, maupun perempuan,
baik yang sudah dewasa, maupun
masih anak-anak. Wujud keadilan
tersebut juga terlihat pada ketentuan
porsi-porsi  pembagian  kewarisan
yang berimbang, terutama
pembagian dalam porsi  2:1 yang
didasarkan  pada  keseimbangan
antara hak dan kewajiban antara laki-
laki dan perempuan. Laki-laki selaku
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dlldis, Sudlril, dll dydll Hnalus
membayar mahar dalam perkawinan,
menafkahi keluarga dalam rumah
tangga dan biaya pendidikan anak
seperti yang diamanatkan al-Qur’an,
Q.S. al-Bagarah (2) ayat 223.
Sedangkan perempuan, baik secara
normatif maupun secara yuridis
formal tidak dibebani kewajiban
untuk membiayai kehidupan rumah
tangga, apalagi kewajiban untuk
membayar mahar.

Korelasi keadilan dalam hukum
kewarisan dengan kesataraan gender
dapat dilihat pada rumus ketentuan
porsi-porsi yang didasarkan pada
keseimbangan hak dan kewajiban
antara laki-laki dan perempuan,
dalam hal ini, laki-laki selaku ayah,
suami, dan anak harus membayar
mahar dalam perkawinan, menafkahi
keluarga dalam rumah tangga, dan
memberikan biaya pendidikan anak
yang didasarkan pada Q.S. al-
Bagarah (2) ayat 223. Sedangkan
perempuan, baik secara normatif
maupun secara yuridis formal tidak
dibebani kewajiban untuk membiayai
kehidupan rumah tangga, apalagi
kewajiban untuk membayar mahar.
Dengan demikian, ketentuan porsi-
porsi  yang  didasarkan  pada
keseimbangan hak dan
tanggungjawab/kewajiban  tersebut
dapat dipahami sebagai keadilan
gender. Korelasi keadilan dalam
kewarisan Islam dengan kesetaraan
gender terlihat pada prinsip
keseimbangan distribusi porsi
kewarisan yang didasarkan pada
keseimbangan hak dan kewajiban
antara ahli waris laki-laki dan
perempuan sebagai wujud keadilan
gender dalam  sistem  hukum
kewarisan Islam.
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